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ABSTRAK 
 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP YAYASAN 
PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA TERHADAP ANAK 

DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK 

 
Clara Andriesta 

 
Faktor penyebab terjadinya penyaluran pembantu rumah tangga terhadap anak di 

bawah umur yang dilakukan oleh yayasan penyalur pembantu rumah tangga serta 
pertanggung jawaban yayasan penyalur pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah 
umur di tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis 
normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan liberatur-liberatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan 
pendukung dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai 
dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum.yayasan penyalur 
pembantu rumah tangga mengekploitasi anak dibawah umur atau memperkerjakan 
anakYayasan menyalurkan pembantu rumah tangga dibawah umur telah memenuhi unsur-
unsur Pasal 68 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 3 Undang-Undang No 1 tahun 2000 Tentang 
Penghapusan bentuk Pekerjaan-Pekerjaan terburuk untuk anak dan 88 UU Perlindungan 
Anak terkait larangan mempekerjakan anak dan pengeksploitasi ekonomi terhadap anak. 
Pemerintah seharusnya lebih ketat dan mengontrol setiap Yayasan yang mempekerjakan 
anak. Sanksi pidana yang lebih keras terhadap penyalur PRT yang mempekerjakan anak 
dengan lebih khusus menambah di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 
Eksploitasi Anak dengan memberikan efek jera terhadap Yayasan penyalur PRT. Tujuan 
pemerintah segera bertindak apabila mendapati sebuah Yayasan mempekerjakan anak 
untuk menutup dan menarik izin operasional Yayasan tersebut. 

 
Kata kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Yayasan Penyalur Pembantu Rumah 
Tangga, Anak Dibawah Umur 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  
Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang 

merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis 

dan mempunyai ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan 

seimbang.1 

Anak mempunyai potensi serta pelanjut keinginan bangsa yang dasar-dasarnya telah 

diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung 

jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan 

berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. Disebutkan dalam

pasal 34 angka 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 bahwa 

: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara”.2 

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, 

dan negara untuk memberikan perlindungan dari gangguan yang datang dari luar 

maupun dari dalam diri anak itu sendiri. Mengasuh anak menjadi kewajiban dan 

 
1Mohammad Taufik Makarao ,Wenny Bukamo, Syaiful Azri, Hukum Perlindungan Anak Dan 

Penghapusan   Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  Rineka cipta, Jakarta, 2014,  hlm.1 
 

2Ibid 
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tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga akan tetapi demi kepentingan dan 

kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri perlu adanya 

campur tangan dari pemerintah. 

Usaha perlindungan anak terhadap anak sudah cukup lama dibicarakan di 

indonesia maupun di dunia internasional atas dasar pertimbangan tersebut Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik indonesia telah memerlukan peraturan perundang-

undangan yang secara khusus mengatur Tentang Perlindungan Anak yaitu Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang 

Pelindungan Anak (selanjut nya disebut UU RI Tentang Perlindungan Anak). Pasal 1 

Angka 15 UU Perlindungan Anak menentukan :3 

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak 
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari 
kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya 
(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban 
kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan 
anak korban perlakuan salah dan penelantaran. 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak-Hak Anak. Komite Hak Anak PBB 

mengkategorikan anak yang membutuhkan perlindungan anak yang berada dalam 

situasi darurat yaitu pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik 

 
3Mohammad Taufik Makarao , Wenny Bukamo, Syaiful Azri, 2014, Op.Cit,  hlm.105 
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bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami situasi 

eksploitasi, seperti eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substans, eskploitasi 

seksual, penjualan dan perdagangan anak. 

 Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak telah menetapkan siapakah yang disebut 

sebagai anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. 

 Yayasan penyalur pembantu rumah tangga merupakan sebuah lembaga yang 

menyediakan lembaga yang menyediakan jasa dan pengadaan pembantu rumah tangga. 

Lembaga penyalur pembantu rumah tangga di kenal dalam pasal 1 angka 4 Permenaker 

2/2015 sebagai lembaga penyalur pembantu rumah tangga yang merupakan badan 

usaha yang telah mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk 

merekrut dan menyalurkan pembantu rumah tangga4 

Di Indonesia anak boleh bekerja asalkan sesuai dengan syarat-syarat yang di tentukan 

pasal 69 ayat (2) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

yaitu: 

 

Pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan : 

1) Izin tertulis dari orang tua wali 
 

4H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia , Djambatan, Jakarta, 
2015, hlm.27 
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2) Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali 
3) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah 
4) Keselamatan dan kesehatan kerja 
5) Adanya hubungan kerja yang jelas dan 
6) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 
Ketentuan tersebut sering dilanggar oleh suatu perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya, sehingga banyak sekali anak yang di pekerjakan dan hanya diberi 

upah yang sangat rendah dan terekspoitasi secara ekomoni. Permasalahan yang sering 

terjadi adalah permasalahan ekspoitasi anak yang di lakukan oleh korporasi ataupun 

perorangan baik eksploitasi seksual maupun eksploitasi ekonomi. Pada pasal 13 ayat 

(1) UU Perlindungan Anak yaitu : 

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang 
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : 

1) Diskriminasi; 
2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; 
3) Penelantaran; 
4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; 
5) Ketidakadilan; 
6) Perlakuan salah lainnya. 
Pengertian eskploitasi anak adalah pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, 

penarikan keuntungan secara tidak wajar.5 

Ekploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eskploitasi 

ekonomi atau seksual terhadap anak. Eksploitasi anak yaitu tindakan atau perbuatan 

 
5Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga 

Balai Pustaka,,Jakarta, 1976,  hlm.313 
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memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan 

pribadi, keluarga, atau golongan.6 

Faktor utama pendorong ekploitasi anak yaitu karena kondisi ekonomi yang 

terjadi penggerusan disektor pertanian, urbanisasi dan tumbuhnya industri, disintegrasi 

keluarga, pertumbuhan jumlah anak gelandangan, tidak ada kesempatan pendidikan 

dan meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa bekerja demi 

kebutuhan  hidup keluarganya. Mengakibatkan anak tereksploitasi secara ekonomi, 

banyak bermacam-macam bentuk pekerja anak dalam sektor formal dan informal 

bekerja pada usia yang seharusnya hanya di idealkan untuk menikmati masa belajar 

dan bermain serta menempuh pendidikan. Bahasa anak-anak bekerja dalam situasi dan 

resiko kerja yang berbahaya dan mirip perbudakan.7 

Ekploitasi ekonomi pada anak yaitu dengan menyalahgunakan tenaga anak 

berupa dimanfaatkan fisiknya untuk bekerja demi keuntungan orang yang 

mengeksploitasinya. Pekerjaan tersebut membuat anak kehilangan hak-haknya, karena 

dipaksa bekerja, anak tersebut tidak bisa sekolah, jarang dikasih makan, dan 

diterlantarkan oleh orang tua nya.  

Eksploitasi ekonomi adalah pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-

wenang dan berlebihahan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata 

 
6Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti , Bandung, 2000 hlm.152 
7Ibid, hlm.154 
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tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan 

terhadap anak. 8 

Menurut Muhamad Joni bahwa  Eksploitasi Ekonomi yaitu pekerja anak, 

menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah yang sangat rendah dan juga lekat 

sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan 

menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak.9 Menurut pasal 88 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sanksi Pelaku Eksploitasi Anak menyebutkan: 

Bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dijelaskan dalam 

pasal 761. 

Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan 

Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur Tentang Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Anak  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis membahas dan menuangkannya 

dalam skripsi ini dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA 

TERHADAP YAYASAN PENYALUR PEMBANTU RUMAH TANGGA 

TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU DARI UNDANG-

 
8Benedhicta Desca Prita Octalina, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi 

Ekonomi, Yogyakarta, Jurnal Skripsi Universitas Atma Jaya ,2014  hlm 25-27 
9Muhamad Joni, Zulchaina, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung,  

1999, hlm.87 
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UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 

PERLINDUNGAN ANAK  

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pemasalahan yang akan 

diteliti sebagai berikut : 

1. Faktor apa sajakah  penyebab terjadinya penyaluran pembantu rumah tangga 

terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh yayasan penyalur pembantu 

rumah tangga? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban yayasan penyalur pembantu rumah tangga 

terhadap anak di bawah umur di tinjau dari Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan : 

1. Mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab terjadinya penyaluran pembantu 

rumah tangga terhadap anak  di bawah umur yang dilakukan oleh yayasan 

penyalur pembantu rumah tangga 

2. Mengetahui dan menjelaskan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana 

yayasan penyalur pembantu rumah tangga terhadap anak di bawah umur di 

tinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak 

D. Kerangka Konseptual 
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Kerangka konseptual adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan 

konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual 

menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematif teori yang 

digunakan dalam penelitian : 

1. Pertanggung  Jawaban  

Pertanggung jawaban diartikan sebagai kewajiban memberikan 

jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan 

kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin 

ditimbulkanya10 

2. Yayasan Penyalur Pembantu Rumah Tangga  

Yayasan penyalur pembantu rumah tangga merupakan sebuah lembaga 

yang menyediakan lembaga yang menyediakan jasa dan pengadaan 

pembantu rumah tangga. Lembaga penyalur pembantu rumah tangga di 

kenal dalam pasal 1 angka 4 Permenaker 2/2015 sebagai lembaga 

penyalur pembantu rumah tangga yang merupakan badan usaha yang 

telah mendapat izin tertulis dari gubernur atau pejabat yang ditunjuk 

untuk merekrut dan menyalurkan pembantu rumah tangga 

3. Anak  

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut wagiati soetodjo 

 
 10 Sugeng Istanto, Hukum Internasional, Cet.2, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta, 2014), hlm. 77 
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anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang. Dialah yang 

ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus sikap hidup bangsa 

pada masa mendatang.11 

4. Perlindungan Anak  

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan 

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari 

betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika 

mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, 

maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak 

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-

haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, 

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 

UU Perlindungan Anak).12 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu 

penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

 
 
11Wagiati Soetodjo,  Hukum Pidana Anak, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010,  hlm.5 

 
12Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 

di Indonesia,  Refika Aditama , Bandung, 2010 hlm 33-34. 
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dan liberatur-liberatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai 

bahan pendukung dengan tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran 

yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian 

hukum. 

2. Sumber Data 

Untuk memperoleh data sekunder dengan cara menelaah peraturan perundang-

undangan yang terkait, jurnal, kamus, artikel, dan buku-buku lainnya. Data 

yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari 

pustakan. 

a. Bahan hukum primer 

Sumber Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum primer yang 

dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum 

yang mengikat seperti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 

35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 

b. Bahan hukum sekunder 

Sumber bahan hukum sukunder yang dipergunakan dalam penulisan 

skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan 

bahan hukum primer yang berupa buku teks, pendapat para pakar 
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serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan Perlindungan 

Anak.  

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih 

dikenal dengan nama bahan acuan bidang umum dan kamus hukum 

sepanjang memuat informasi yang relevan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan  (library reseacrch) yaitu pengkajian terhadap data skunder 

berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum 

sekunder (literature, laporan hasil penelitian makalah, karya ilmiah), dan bahan 

hukum tersier (kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan data statistik) 

yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. 

4. Analisis Data 

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan 

klasifikasinya dilakukan content analysis secarayuridis normatif yaitu pendekatan 

yang dilakukan berdasarkan bahan hukumutama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini 

5. Sistematika Penulisan 

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) 

bab dengan sistematika sebagai berikut : 
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BAB 1  PENDAHULUAN 

Pada bab ini yang menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang 

Lingkup Dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian Dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi paparan tentang : Pertanggung Jawaban Pidana 

Korporasi Terkait Mempekerjakan Anak, Tinjauan Umum 

Perlindungan Anak, Tinjauan Umum Korporasi, Faktor Penyebab 

penyaluran pembantu rumah tangga di bawah umur oleh yayasan 

penyalur pembantu rumah tangga. 

BAB III  PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai faktor penyebab penyaluran 

pembantu rumah tangga di bawah umur yang dilakukan oleh yayasan 

dan pertanggung jawaban yayasan penyalur pembantu rumah tangga di 

bawah umur di tinjau oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. 

BAB IV  PENUTUP 

Bab ini berisikanKesimpulan Dan Saran. 
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